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Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas 
berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 
tesis ini dengan judul “Kajian Etik dan Tanggung Jawab Hukum Perawat dalam 
Pemberian Pelayanan Medis di Luar Kewenangan (Studi Kasus: Di Puskesmas 
Ilwaki, Kecamatan Wetar, Maluku Barat Daya). 
Seorang Perawat adalah tenaga kesehatan yang memberikan  pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat umum. Dalam menjalankan tugas dan perannya 
sebagai perawat baik di dalam lingkungan masyarakat  maupun fasilitas layanan 
kesehatan, perawat diwajibkan memenuhi standar kompetensi dan menjunjung 
tinggi asas etik dan  profesionalisme. Di Indonesia, tak jarang perawat 
bersinggungan dengan masalah  hukum akibat kesalahan yang dilakukannya 
dalam pelayanan kesehatan. Sehingga, apabila kesalahan tersebut menimbulkan 
kerugian bagi pasien maka perawat wajib bertanggung jawab secara hukum 
administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana di nilai dari kasus yang terjadi. 
Persoalan yang terjadi di lapangan bahwa, di Puskesmas Ilwaki sangat kekurangan 
tenaga medis dan tenaga kesehatan. Untuk menjaga proses pelayanan kesehatan 
tetap berjalan beberapa perawat (S.Kep) diberikan izin oleh Kepala Puskesmas 
selaku pejabat yang mempunyai kewenangan dibawah Kepala Dinas Kesehatan 
setempat untuk melakukan pelayan medis. Tentunya hal ini menjadi sangat 
berisiko menimbulkan persoalan hukum dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas 




konsep hukum dan etika profesi bagi perawat yang melakukan pelayanan medis di 
luar kewenangannya. 
Tesis ini digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan 
perkuliahan pada Fakultas Pascasarjana (S2) pada Magister Hukum Konsentrasi 
Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Penulis 
menyadari bahwa dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini banyak mendapatkan 
bimbingan, pengarahan, kritik, dan saran serta masukan-masukan yang sangat 
berharga dan bermanfaat demi kesempurnaan tesis ini dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan 
terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan yang tak terhingga nilainya 
kepada yang terhormat: 
1. Prof. Dr. F. Ridwan Sanjaya, MS, IEC, selaku Rektor Universitas Katolik 
Soegijapranata; 
2. Dr. Marcella Elwina S.,SH.,CN.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan 
Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata; 
3. Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Magister 
Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata; 
4. Ign. Hartyo Purwanto.,S.H.,M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister 
Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata; 
5. Dr. Bernadeta Resti Nurhayati, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I; 
6. dr. Daniel Budi Wibowo, M.Kes, selaku Dosen Pembimbing II; 





8. Kepala Puskesmas Ilwaki Bersama Staf/Karyawan yang telah membantu 
memberikan informasi bagi penulis; 
9. Mama dan papa tercinta yang telah merawat, membesarkan, dan memberikan 
dorongan semangat serta dukungannya yang tak ternilai harganya, sehingga 
tesis ini dapat diselesaikan dengan baik; 
10. Seluruh Mahasiswa Angkatan 26 Magister Hukum Kesehatan Universitas 
Katolik Soegijapranata dan Seluruh Mahasiswa Angkatan 2011 Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Kristen Satya Wacana; 
11. Kepada saudara Lionel Timothy Pella, S.H sebagai teman dan sahabat penulis 
yang sudah membantu dalam susah maupun senang, yang selalu 
mengingatkan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis 
ini.  
Akhir kata, penulis menyadari bahwa karena keterbatasan dan kekurangan 
dari penulis sehingga tesis ini mungkin kurang sempurna, untuk itu penulis 
mengharapkan kritik, saran serta masukan yang bersifat membangun menuju 
kesempurnaan. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi ilmu 
pengetahuan dan memberikan informasi, bahan perbandingan dan masukan bagi 
penelitian lain yang meneliti masalah sejenis, serta menambah literatur/referensi 
ilmu pengetahuan, dan khususnya dalam bidang hukum kesehatan. 
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Puskesmas Ilwaki merupakan Puskesmas kawasan pulau terluar dan 
tergolong sebagai Puskesmas kawasan sangat terpencil. Puskesmas Ilwaki 
memiliki jaringan kesehatan di lima (5) desa. Puskesmas Ilwaki tidak memiliki 
tenaga dokter, bidan dan farmasi, serta hanya memiliki tujuh (7) orang Perawat 
dengan pendidikan (S.Kep) yang belum bersertifikat NERS. Keterbatasan tenaga 
kesehatan, kondisi alam yang tidak stabil, dan alat transportasi yang minim 
mempengaruhi proses pelayanan kesehatan di Puskesmas Ilwaki. Tenaga perawat 
yang ada, seharusnya hanya boleh melakukan tindakan yang termasuk Upaya 
Kesehatan Masyarakat (UKM). Namun karena keterbatasan SDM yang ada, 
tenaga perawat yang ada harus melakukan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) 
dan pelayanan medis. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang 
kajian etik terhadap tindakan pelayanan medis yang dilakukan oleh perawat di 
Puskesmas Ilwaki. 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan melihat bagaimana pengaturan 
pemberian layanan medis di Puskesmas Ilwaki, serta mengkaji etika layanan 
tersebut, serta tanggung jawab hukum perawat dalam pemberian pelayanan medis 
di luar kewenangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis 
sosiologis. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan studi pustaka. 
Analisis data dilakukan secara kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: pertama mengenai 
pengaturan pemberian pelayanan medis di Puskesmas ditemukan ada dasar hukum 
bagi perawat dalam  melaksanakan pelayanan medis dan pelayanan UKP, yakni 
Pasal 74 UU Tenaga Kesehatan, Pasal 29 ayat (1) butir e dan f UU Keperawatan, 
Pasal 32 ayat (1), (2), dan ayat (3) UU Keperawatan, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) 
UU Keperawatan, Pasal 28 ayat (1) PMK Nomor 43 Tahun 2019, Pasal 10 ayat 
(1), (2), (3), dan ayat (4) PMK Nomor 148 Tahun 2010, dan Pasal  17 ayat (1) 
Pergub Maluku Nomor 16 Tahun 2017. Pelayanan medis yang diberikan oleh 
perawat merupakan perintah penugasan dari kepala Puskesmas kepada perawat 
secara langsung. Kedua, Berdasarkan ketentuan yang berlaku, perawat seharusnya 
menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan 
etika profesi. Namun tindakan layanan medis yang dilakukan perawat dapat  
dibenarkan jika perawat menjalankan tugas sesuai dengan wewenang yang 
diberikan oleh Kepala Puskesmas, berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat 
akan  layanan kesehatan. Ketiga, sejauh ini belum ada aduan terkait pelanggaran 
hukum dalam pelaksanaan pelayanan medis di Puskesmas Ilwaki. Apabila terjadi 
kelalaian maka perawat wajib bertanggung jawab secara hukum administrasi, 
hukum perdata, dan hukum  pidana.   
 
 









Ilwaki public health center is an outermost island area and is classified as a 
very remote area public health center (For the next we say PHC). Ilwaki PHC has 
health networks in five (5) villages. Ilwaki PHC doesn’t have doctors, tocologist 
and pharmacy. Only seven (7) nurses with education (S.kep) who haven’t been 
NEERS certified. 
Limited health workers, unstable natural conditions, and minimal means of 
transportation affect the health service process at the Ilwaki PHC. Existing nurses 
should only take actions that are included in the public healt effort (PHE). 
However, due to the limitatons of existing human resources, existing nurses must 
carry out individual healt efforts (IHE) and medical services.  
Therefor, the writer are interested in researching on ethical studies of 
medical service actions carried out by nurses at the ilwaki PHC.This study aims to 
examine and see how the medical service delivery arrangements at the Ilwaki 
PHC, as well as reviewing the ethics of the service, as well as the legal 
responsibilities of nurses in the provision of medical service outside the authority. 
The method of approach used is sociological juridical. Data will collected by 
interview techniques and literature study. Data analysis was carried out 
qualitatively. 
Based on the results of the study it can be concluded: first regarding the 
regulation of the provision of medical services in the Puskesmas it was found that 
there is a legal basis for nurses in conducting medical services and UKP services, 
namely Article 74 of the Law on Health Workers, Article 29 paragraph (1) points 
e and f Nursing Act, Article 32 paragraph  (1), (2) and paragraph (3) Nursing Act, 
Article 33 paragraph (1) and paragraph (2) Nursing Act, Article 28 paragraph (1) 
PMK Number 43 of 2019, Article 10 paragraph (1), (2), (3), and paragraph (4) of 
PMK Number 148 of 2010, and Article 17 paragraph (1) of Maluku Governor 
Pergub Number 16 of 2017. Medical services provided by nurses are orders to be 
assigned from the PHC head to the nurse directly. Second, based on applicable 
regulations, nurses must carry out their duties in accordance with professional 
standards, professional service standards, and professional ethics. However, 
medical service actions taken by nurses can be justified if nurses carry out tasks in 
accordance with the authority given by the Head of PHC, trying to meet the 
community's need for health services. Third, so far there have been no complaints 
regarding violations of the law in the implementation of medical services at the 
Ilwaki Health Center. In the case of negligence, the nurse is responsible for 
administrative law, civil law and criminal law.Keyword: nurse, ethical studies, 
medical services, remote area, Ilwaki Public Healt Center. 
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